Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1992
TENTANG
PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh
ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam
usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

. bahwa pelayaran bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara

kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat
dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam
sistim transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi
kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu
melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan, dan
menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu lebih
dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik
nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan
penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan
rakyat;

. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayaran

yang ada pada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan,
perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;

. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan

pelayaran sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan
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bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna
dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pelayaran dalam
Undang-undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan
di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan
keselamatannya;

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun,
yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

3. Perairan Indonesia adalah perairan yang meliputi laut wilayah,
perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan
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Indonesia jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut),
serta perairan daratan;

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan
di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun
penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan
antarmoda transportasi;

Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun
buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran
lainnya dianggap aman untuk dilayari;

Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun
atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang
berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi
dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau
rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar;

Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran, pengiriman
atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi
dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau
sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran
yang merupakan bagian dari kesciamatan pelayaran;

Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan
instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau
pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus;

Kerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas
atau terdampar dan telah ditinggalkan;

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
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persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan
kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum
kapal untuk berlayar di perairan tertentu;

Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas
kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil;

Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang
menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang
dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang
menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran
tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab
tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda;

Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau
pemimpin kapal;

Badan hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh
negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama
dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan
umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.
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Pasal 3

Pelayaran sebagai salah satu moda transportasi diselenggarakan
dengan tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi
pelayaran nasional, dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan
mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memantapkan
perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan
nasional.

BAB Il
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

Pasal 4

Undang-undang ini berlaku untuk pelayaran di perairan Indonesia dan
kapal-kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan
Indonesia.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 5

(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh
Pemerintah.

(2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
pembinaan pelayaran dilakukan dengan memperhatikan seluruh
aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :

a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara
masal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar,
tertib dan teratur, nyaman, dan berdayaguna, dengan biaya
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;



